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KATA PENGANTAR

Asselamu alaikum Wr, Wh.

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat dan hidayahNya,
Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Pasundan dapat
menyclenggarakan Seminar Nasional Call for Paper pada tanggal 11 Agustus 2018
dan menghasilkan Prosiding ber ISBN.

Seminar Nasional Call for Paper ini mengangkat tema Dinamika Perkembangan
Administrasi Publik di Era Disrupsi dan Tantangan Global. Dengan sub tema yaitu (1)
Translormasi Kepeminpinan Publik dalam Era Global, (2) Kinerja Management SDM
di Era Disrupsi, (3) E-covernment dalam tata pemerintahan, (4) Korupsi Pejabat Publik
dan Patologi Administrasi public, (5) Kerjasama antar daerah dan Global, (6)
Perimbangan keuangan pusat dan daerah, (7) tata kelola pemerintahan desa, (8)
Penataran tata ruang berdasarkan pendekatan spasial, (9) Otonomi daerah berbasis
potensi daerah, (10) pelayanan public berbasis E-government, (11) Partisipasi public
dalam tata kelola pemerintahan, (12) Reformasi Birokrasi dalam cra Global, (13)

Respon Kebijakan Publik di era digital.

Semoga dengan selesainya Seminar ini, dapat memberikan manfaatnya dan bisa
dirasakan oleh pihak yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini pula saya sebagai
Kelua penyelenggara seminar ini mengucapkan terima kasih dan penghareaan yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak vang telah ikut membantu dalam penyelengaran
seminar dan penyusunan Prosiding ini. Dan terima kasih kepada seluruh panitia yang

telah bekerja keras dan bekerjasama sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses.

Wassaloamu alailkum Wy, Wh.
Bandung, 11 Agustus 2018

ketua Penyelenggara,
Magister llmu Administrasi
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KAJIAN STRATEGIS KEBIJAKAN SATU PETA
ONE MAP POLICY) B IDANG PERENCANAAN TATA RUANG

Dr. Imas Sumiati, Dra. M.Si",
Dr.Dra. R.Taqwaty Firdausijah, M.Si"

1. PENDAHULUAN
Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) adalah kebijakan yang bertujuan agar selurub
pemangku kepentingan dapat memahami pentingnya melaksanakan pembangunan informasi
geospasial (peta) yang bersumber dari satu peta dasar baku. Pengalaman menunjukkan, jika peta
tidak merujuk kepada satu peta dasar baku maka peta tematik (informasi geospasial tematik) yang
dihasilkan akan membingungkan karena format dan isi peta tematik tersebut berbeda-beda.

Penyelenggaraan pembangunan informasi geospasial di Indonesia dengan Kebijakan Satu
Peta dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UL 1G).
Undang-Undang ini mengatur pembangunan informasi geospasial serta pemanfaatannya di
Indonesia dengan tujuan : (1) menjamin ketersediaan dan akses informasi geospasial yang dapat
dipertangeungjawabkan, (2) mewujudkan kebergunaan dan keberhasilgunaan informasi geospasial
melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, (3) mendorong penggunaan informasi
geospasial dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Kebijakan Satu Peta (Ome Mup Policy) adalah scbagai langkah lanjut dalam
mengimplementasikan UU G agar terbangunnya informasi geospasial yang andal melalui
penyelengearaan yang tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna. Berbagai peraturan
perundangan yang berkaitan dengan informasi geospasial, baik peraturan perundangan dalam hal
proses pembangunan informasi geospasial maupun pemanfaatannya merupakan peraturan
perundangan yang saling memperkuat salu sama lainnya agar informasi geospasial terbangun secara
bertanggungjawab dan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi. Ada 4 {empat) hal
vang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan satu peta yaitu : satu referensi, satu
standar, satu geodatabase, dan satu geoportal.

Pengertian informasi peospasial menurut UU 1G adalah data geospasial yang sudah diolah
sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan,
dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Sedangkan yang
dimaksud data seospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau
karakieristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas
permukaan bumi. Informasi geospasial terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu informasi geospasial dasar
(IGD) dan informasi geospasial tematik (IGT). 1GD menjadi kewenangan dari Badan Informasi
Geospasial (BI() sedangkan IGT harus dibangun dengan merujuk kepada [GD yang dihasilkan oleh
BIG. Peta dasar yang dibangun Badan Informasi Geospasial (BIG) harus menjadi rujukan tunggal
dalam penyusunan peta tematik oleh seluruh pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanat UL 1G, penyelenggaraan IG harus berdaya guna dan berhasil guna
melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta mendorong penggunaan I(; dalam
penyclenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk
mewujudkan penyelenggaraan IGT oleh instansi-instansi terkait yang terkoordinasi dan terintegrast
diperlukan Kebijakan Satu Peta. Penyelenggaraan IGT oleh instansi-instansi terkait dalam kerangka
Kebijakan Satu Peta sangal strategis untuk mendukung penyelesaian konflik sengketa kewenangan
antara kementerian/lembaga negara baik pusat-dacrah dan sekioral terkait konflik penggunaaan
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lahan, penguasaan lahan, kawasan hutan, kawasan pertambangan, kawasan pertanian, dan lain
sebagainya.

Lintuk menunjang Penyelenggaraan IGT yang terkoordinasi dan terintegrasi maka dibentuklah
kelompok Kerja (Pokja) pembangunan peta tematik. Ada 12 (dua belas) Pokja dengan masing-
tnasing instansi penanggung jawabnya sebagai wali peta tematik. Dircktorat Jenderal Tata Ruang,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang merupakan pokja lima untuk pembangunan peta tematik tata
ruang sehingga menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Tata Ruang dalam membangun Informasi
(reospasial Tematik Tata Ruang.

Dalam menyusun rencana tata ruang (perencanaan tata ruang) terdapat 14 (empat belas)
peta tematik utama yang meliputi peta tematik tentang curah hujan, morfologi (benluk permukaan
bumi), kondisi geologi (struktur, litologi), lereng, kondisi jenis tanah, kawasan hutan,
pertanian/peternakan dan perkebunan, bencana, kesesuaian lahan, daerah aliran sungai (DAS),
kepadatan penduduk, penggunaan lahan, kawasan pertambangan, dan hidrologi (sistem jaringan
hidrologi, cekungan air tanah, dil). Keempat belas peta tematik diatas dikeluarkan/dibuat oleh
kementerian/lembaga yang terkait dengan masing-masing tematik tersebut sehingga harus dilihat
rujukan informasi geospasialnya apakah sudah satu referensi, satu standar, satu geodatabase, dan
satu geoportal.

Tujuan vang ingin dicapai adalah:

a. Terinventarisasinya 14 peta tematik(peta curah hujan, morfologi (bentuk permukaan
bumi), kondisi geologi (struktur, litologi), lereng, kondisi jenis tanah, kawasan hutan,
pertanian/peternakan dan perkebunan, bencana, kesesuaian lahan, daerah aliran sungai
(DAS), kepadatan penduduk, penggunaan lahan, kawasan pertambangan, dan hidrologi
(sistem jaringan hidrologi, cekungan air tanah, dll) yang menjadi muatan dalam peta
ternatik tata ruang;

b. Teridentifikasinya referensi, standar, geodatabase, dan geoportal 14 peta tematik;

¢. Terumuskannya rekomendasi kebijakan satu peta (ome map policy) bidang perencanaan tata
ruang, .

Lokasi penelitian dilaksanakan di DKI Jakarta. Dengan melakukan survey dan pengumpulan data
di:

Provinsi Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Tebing Tinggi;
Provinsi DI. Yogyakarta, yaitu di Kota Jogyakarta, dan Kabupaten Bantul;

Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu di Kabupaten Lombok Barat dan Kota

Mataram
4. Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai

Kartanegara, dan;
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5. Provinsi Sulawesi Utara, yaitu di Kota Tomohon, dan Kabupaten Minahasa.
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Gambar 1.1
Lokasi Survey dan Pengumpulan Data

2. PENDEKATAN DAN METODOLOGI
Pendekatan

Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dilandasi adanya Undang-Undang Momeor 4 Tahun 2011
tentang Informasi Geospasial. Dengan adanya OMP tersebut, maka peta-peta rencana tata ruang
harus mengukuti Kebijakan Satu Peta tersebut dan merupakan suatu Kesatuan system pela rencana
tata ruang yang akurat, dalam arti:

2 Kesatuan system: mengacu pada single referencelgeoreferensi tunggal yang
ditetapkan oleh BIG;
b. Akurat: peta-peta rencana tata ruang disusun berdasarkan 1G Dasar dan 1G Temasik
yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keakuratan atau ketelitian peta rencana tata ruang sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2013. Menurut Pasal 4 PP tersebut, yang dimaksud dengan Peta Rencana Tata
Ruang adalah:

1. Peta Rencana Struktur Ruang; dan
2. Peta Rencan Pola Ruang.
Perencanaan Tata Ruang dilakukan menghasilkan: (i) Rencana Umum Tata Ruang; dan {ii)
Rencana Rinci Tata Ruang (Pasal 2). Peta-peta yang dihasilkan mempunyai tingkat ketelitian
{sekala) berbeda-beda sesuai tingkatannya:
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Peta Rencana Umum Tata Ruang:

1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (1:1.000.000);
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (1:250.000);

3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (1:50.000);
4. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (1:25.000);

Peta Rencan Rinci Tata Ruang:

1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Pulauw/Kepulauan (1:500.000);

2. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (skala vang sesuai dengan
bentang objek dan/atau sesuai kebutuhan);

3. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (skala yang sesnai dengan
bentang objek dan/atau sesuai kebutuhan);

4. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (skala yang sesuai dengan
bentang objek dan/atau sesuai kebutuhan);

5. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota ((skala vang sesuai dengan bentang
objck dan/atau sesuai kebutuhan);

6. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (skala yang sesuai dengan bentang
objek atau kawasan dan/atau tingkat kepentingan objck atau kawasan yang
digambarkan);

7. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah
kabupaten (Minimal 1:10.000);

8. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan yang mencakup dua atau lebih wilayah
kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi (minimal 1:50.000);

9. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perdesaan vang merupakan bagian wilayah
kabupaten (minimal 1:10.000);

10. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah

1 1. kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi (minimal 1:50.000).

Peta-peta rencana tata ruang terscbut di atas dapat dikatakan merupakan Peta Tematik Sintesis yang
merupakan hasil proses sintesis (penggabungan dari peta tematik dasar dan atau peta tematik
analisis). Secara diagramatis adalah sebagai terlihat pada Gambar 1. sebagai berikut:
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(GGambar 1.
Peta Dasar dan Peta Tematik

Terkait dengan OMP, maka ke 14 (empat belas) peta-peta tematik (tematik dasar & tematik analisis)
yang menjadi acuan dalam menyusun peta-peta rencana lata ruang, harus dilibat kesatuan system
dan keakurasiannya.

Dengan demikian pendekatan yang akan diambil untuk melihat kesatuan dan keakuralan peta-peta
rencana tata ruang dalam rangka Kajian Strategis Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Bidang
Perencanaan Tata Ruang adalah:

A. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif dalam kajian ini menekankan pada kajian terhadap Kebijakan Satu Peta
(One Map Policy) terkait dengan perencanaan tata ruang. Beberapa Regulasi terkait seperti:

1. UU no 4 Tahun 2011 - Informasi Geospasial
a. Informasi (Geospasial Tematik wajib mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
(Peta Tata Ruang termasuk IG Tematik)
b. Tidak diperkenankan membuat skala IG Tematik Icbih besar daripada skala 1G
Dasar yang diacu.
2. PP no 8 Tahun 2013 - Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Peta Rencana Tata Ruang wajib dikonsultasikan kepada BIG
Perka BIG no 6 Tahun 2014 - Tata Cara Konsultasi Penyusunan Peta Rencana Tata
Ruang. Mekanisme konsultasi adalah berupa asistensi dan supervisi, dan diatur
secara lebih detail dalam Perka BIG ini
4. Perka BIG no 15 Tahun 2015 — Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar/ Ketentuan-
ketentuan teknis dalam penyusunan Peta Dasar / 1GD
5. Perpres no 9 Tahun 2016 — Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (OMP).
Koreksi dan verifikasi IGT Tata Ruang kedalam 1GD.
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B. Pendekatan Partisipatif ’
Dimaksudkan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi dan
merekomendasikan referensi, standard dan regulasi terkait dengan kebijakan satu peta bidang
perencanaan tata ruang.

C. Pendekatan Sistem Informasi Geografi (SIG)

Pada dasarnya pembuatan peta rencana tata ruang adalah dengan mengmmakan Software SIG,
dengan demikian pendekatan yang digunakan selain pendekatan normative dan partisipatif, juga
dengan pendekatan SIG (Geographic Information System).

Dari ketiga pendekatan tersebut, maka dapat dirangkum suatu formulasi yaitu: apakah peta-peta
rencan tata ruang (14 tematik dan peta rencana} sudah mengacu pada TGD; sudah
dikonsultasikan dengan BIG; serta sudah dibuat dibuat sesuai dengan spesifikasi dan regulasi
yang ada dengan menggunakan melibatkan semua pemangku kepentingan dan menggunakan
SIG. Secara diagramatis pendekatan Kajian Strategis Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)
bidang Tata Ruang dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut:

AFASDH CIBUATDON | APR ST AFA SO DHBLAT | APAEAH PETA
i MENGAC PADAIGDYG Iﬂﬂ ERKONSULTASIKAN. SESLEAS DG SPESIEIRASE | REMCANA TATA RUANG
BENAR DENGANEIG TEKNIS 5 REGULASE |l SOH BENAR DAN BAIK

(zambar 2
Pendekatan Kajian Strategis Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)
bidang Tata Ruang

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan vang terdapat pada pendekatan tersebut, maka secara
urnuin paling tidak konsultan akan melakukan 4 tahapan, yaitu:

Tahap Kompilasi

Tahap Integrasi

Tahap Sinkronisasi, dan

Penyusunan Rekomendasi penyelesaian permasalahan peta-peta rencana tata ruang.

B b

Metodologi yang akan digunakan pada tiap-tiap tahapan akan dijelaskan pada bab 3.2,
sedangkan tahapan rinci tiap tahapan akan disampaikan pada Bab 4 (Rencana Kerja, Jadwal
Pelaksanaan dan Penugasan Tenaga Ahli).

3. Metodologi

Seperti telah disampaikan pada bab pendahuluan, bahwa wjuan dari pekerjaan ini adalab untuk
mewujudkan peta rencana tata ruang yang satu relerensi, salu standar, salu geodatabase, dan satu
geoportal.

Untuk mewujudkannya, maka perlu diketahui kondisi peta-peta rencana tata ruang  dengan
pendekatan seperti telah dijelaskan di atas. Dimana dalam pelaksanaannya akan terdiri 4 {empat)
tahapan. Secara Diagramatis ke empat tahapan dapat dilihat pada Gambar 3. Sedangkan metode
vang akan digunakan dalam tiap tahapan adalah sebagai berikut.
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ROMPILASE SINKRONISAS!

Tl : __ REKOMENDASI KEBIJAKAN
. ' . ; SATU PETA BIDANG
£ /: % ; ./ FERENCANAAN FALA BUANG

INTEGRASI

Gambar 3
Aluar Tahapan Kajian Strategis Satu Peta Bidang Perencanaan Tata Ruang
A. Tahap Kompilasi

Kegiatan kompilasi merupakan rangkaian awal, yang meliputi  kegiatan pengumpulan,
penyerahan  dan  penyimpanan IG  yang  berasal dari berbagai  walidata
(Kementerian/Lembaga). Seperti disampaikan pada KAK, yang akan dikompilasi adalah 14
peta tematik yang menjadi muatan peta tematik tata ruang (Permen PU No 20/2007). Ke
empat belas peta yang dikelompokkan sesuai dengan Klasifikasi tematiknya adalah sebagai
berikut:

I. Curah hujan,

2. Lereng,

3. Morfologi (bentuk permukaan bumi),
4. Jenis tanah,

5. Geologi (struktur, litologi),

6. Tlidrologi (sistem jaringan hidrologi, cekungan air tanah, dil),
7. Daerah aliran sungai (DAS),

8. Penggunaan lahan,

9. Kawasan hutan,
10.Pertanian/peternakan dan perkebunan,
11.Kawasan pertambangan.

Peta Tematik Analisa:

1. Rawan bencana,
2. Kesesuaian lahan,
3. Kepadatan penduduk.

Disamping itu juga akan dikomipasi peta rencana tata ruang di 5 (lima} loasi sampel, yaiu:

Provinsi Sumatera Utara:
Provins: Yogyakarta;

Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Provinsi Kalimantan Timur;
Provinsi Sulawesi Utara;

Lad o ==
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Peta rencana tata ruang yang akan dikompilasi adalah masing-masing satu peta rencana tata
ruang yang sudah diperdakan, baik uniuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, ataupun Rencana Detail Tata Ruang,

Hasil kompilasi lebih lanjut akan menjadi dasar tahap Integrasi dan Tahap sinkronisasi.
Beberapa permasalaban vang sering ditemui dalam data spasial peta rencana tata ruang, antara lain:
kesalahan geometris, keakuratan data kurang memenuhi ketelitian geometris, overlap batas
administrasi, dan Batas Wilayah/Administrasi Tidak Mengikuti Unsur Alam.

Untuk mengurangi potensi konflik karena pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan,
pemerintah saat ini tengah merancang aturan untuk Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap
Delapan. Sclama ini, akibat informasi Geospasial Tematik (1GT) vang saling tumpang tindih satu
sama lain, pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun
infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah konflik terkait pemanfaatan ruang.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial pasal 2, disebutkan bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas
kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan, dan
demokratis.

MNamun, di lapangan, panduan peta yang dibuat, khususnya untuk peta skala 1:50.000,
masing-masing kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, masih menggunakan standar peta
berbeda, atau versi mereka sendiri yang format scrta struktur datanya juga berbeda. Padahal, peta
skala 1:50.000 sangat penting karena menjadi landasan perijinan lokasi dari setiap kegiatan.

Adapun pokok-pokok kebijjakannya antara lain dilakukan melalaui langkah koordinasi
terhadap setiap kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing K/L. Jadi setiap K/L terkait
melaksanakan penyiapan peta tematik (1GT) skala [:50.000 sesuai rencana aksi yang ditetapkan
lewat Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Untuk membuat peta standar, harus dilakukan kompilasi data Informasi Geospasial Tematik
(1GT) dari K/L yang kemudian diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar (1GD). Kemudian
dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan antar dara IGT yang telah diintegrasikan tersebut. Baru
setelah itu bisa disusun rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan mengenai IGT.

Maka itu, dengan dipercepatnyva pelaksanaan kebijakan satu peta berskala 1:50.000 ini, diharapkan
akan dihasilkan satu peta sebagai standar untuk referensi geospasial yang memiliki satu basis data,
satu geoportal, untuk percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dan mendukung terwujudnya
agenda prioritas nawacita.

Selain itu perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen Rencana Tata Ruang
akan terintegrasi. Pemerintah pelaksanaan kebijakan satu peta skala 1:50.000 ini juga akan
mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan,
penyelesaian batas dacrah selurub Indonesia, serta mempercepat pelaksanaan program-program
pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastuktur.

Basis referensi peta yang sama akan meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari
berbagai aktivitas ckonomi. Hal ini pada gilirannya akan memberikan kepastian usaha vang sangat
dibutuhkan pada saat ini.

Terakhir, akan membantu proses percepatan penerbitan perizinan yang terkait dengan
pemanfaatan lahan.Berbagai informasi yang telah dikompilasi dapat juga dimanfaatkan untuk
sejumlah simulasi antara lain untuk mitigasi bencana.

'ﬁi
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Dalam upaya mendukung tercapainya terwujudnya kebijakan satu peta (One Map Policy), maka
dibutuhkan dukungan dari semua Kementerian/Lembaga antara lam:

a. Menjadikan kebijakan satu peta sebagai prioritas;

bh. Menunjuk penanggungjawab setingkat esalon | untuk mengawasi pencapaian target
masing-masing instansi dan mengikuti Rencana Aksi;

¢. K/L menyediakan data yang tepat dan akurat serta bersedia memberikan penjelasan
data yang dibutuhkan;

d. Memastikan ketersediaan sumber daya (anggaran dan SDM) yang dibutuhkan untuk
penyiapan data;

¢. KJ/L diharapkan dapat memberikan kerjasama yang baik dan dukungan lainnya yang
diperlukan untuk menyukseskan kebijakan satu peta.

4, KEBUTUHAN PETA TEMATIK BIDANG RENCANA TATA RUANG

Yang dimaksud dengan ketersediaan peta tematik untuk RTRW Wilayah adalah untuk mengetahui
ketersediaan peta-peta tematik vang digunakan dalam melakukan analisis untuk perencanaan tata
ruang (RTRW) di 5 (lima) daerah sampel, baik untuk RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan
RTRW Kota.

Analisis kebutuhan peta tematik bidang tata ruang dilakukan berdasarkan Permen PU
20/PRT/M/2007 tentang Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Sosial serta Sosial
Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang terkait aspek analisis khususnya aspek fisik yang
harus dianalisis dalam menyusun perencanaan tata ruang adalah: 1. Klimatologi, 2. topografi, 3.
ceologi, 4. hidrologi, 5. sumberdaya mineral/bahan galian, 6. bencana alam, 7. penggunaan lahan,
dan 8. kesesuaian lahan. Sedangkan kebutuhan data dalam menganalisis ke 8 (delapan) aspek fisik
tersebut adalah curah hujan, hari hujan, intensitas hujan, kelembaban relative, kecepatan dan arah
angin, lama penyinaran matahari, morfologi, kemiringan/lereng, geologl umum, meologl wilayah,
geologi permukaan, air permukaan, airtanah, sumberdaya mineral/bahangalian, bencana alam, dan
penggunaan lahan.

Dalam analisisnya, baik aspek analisis maupun data-data yang menjadi kebutuhan analisis
dipresentasikan dalam bentuk peta sesuai dengan temanya (peta lemalik), sehingga peta-peta yang
dipresentasikan tidak hanya 14 peta tematik, tapi bisa lebih dari 14 peta tematik. Sedangkan
menurut Peta Bidang Perencanaan Tata Ruang adalah 14 peta tematik, yaitu: 1. curah hujan, 2.
morfologi, 3. lereng, 4. geologi, 5. jenis tanah, 6. daerah aliran sungai (DAS), 7. eeologl, 8. dacrah
pertambangan, 9. rawan bencana, 10. Kawasan hutan, 1l. penggunaan lahan, 12. pertanian,
peternakan dan perkebunan, 13. kesesuaian lahan dan 14. kepadatan penduduk.

Dari urajan di atas, maka terdapat perbedaan kebutuhan peta yang terdapat pada Permen PU
20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta
Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana, dengan kebutuhan peta dalam menyusun rencana tata
ruang. Hasil kajian informasi geologi lingkungan yang merupakan salah satu hasil Farum Group
Discussion (FGD)-2, pada tanggal 2 Nopember vang diadakan di Hotel Grand Kemang, telah
diperoleh masukan bahwa informasi geologi lingkungan dibagi atas aspek pendukung dan aspek
kendala. Aspek pendukung geologi lingkungan (sumber daya Geologi) terdir dari sumber daya Air
(air tanah dam air permukaan), bentang alam, dan sifat fisik dan keteknikan (daya dukung)
tanah/batuan. Sehingga kebutuhan peta tematik pada rencana tata ruang terkait peta Morfologi,
[aerah Aliran Sungai, dan Ilidrologi dapat dijadikan menjadi hanya satu peta tematik yaitu peta
tematik Geologi Lingkungan.
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Kebutuhan peta tematik dalam penyusunan Peta Rencana Tata Ruang yang berjumlah 14
(empatbelas) peta tematik berubah menjadi hanva ada 11 (sebelas) Peta Tematik antara lain: 1.
curah hujan, 2. lereng, 3. Geologi lingkungan, 4. jenis tanah, 5. daerah pertambangan, 6. rawan
bencana, 7. Kawasan hutan, 8. penggunaan lahan, 9. pertanian, peternakan, perkebunan dan
Holtikultura, 10. kesesuaian lahan dan 11. peta kepadatan penduduk.

Berikut sandingan aspck analisis dan kebutvhan data  yang tertuang pada Permen PU
20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tekmk Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta
Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana, dengan Jenis peta tematik Bidang Perencanaan Tata
Ruang sesuai dengan arahan KAK kegiatan Kajian Strategis Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)
Bidang Tata Ruang ini, serta usulan konsultan terkait kebutuhan peta tematik dalam penyusunan
peta rencand lata ruang.

A, Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan data/dokumen RTRW menunjukkan bahwa peta tematik untuk RTRW Provinsi
Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, dan RTRW Kota Balikpapan belum satu
referensi. Hal ini ditunjukkan karena peta dasar yang digunakan masih berskala 1 : 150.000 untuk
RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara yang seharusnya untuk RTRW Kabupaten peta dasamya 1 :
50.000. Demikian pula peta dasar RTRW Kota Balipapan 1 @ 50.000, seharusnya untuk RTRW
Wilayah Kota peta dasarnya minimal harus berskala 1 : 25.000.

B. Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan data/dokumen RTRW menunjukkan bahwa peta tematik untuk RTRW  Provinsi
Sulawesi Utara dan RTRW Kabupaten Minahasa sudah satu referensi, namun untuk peta-peta
tematik RTRW Kota Tomohon belum satu referensi. Hal ini ditunjukkan karena peta dasar yang
digunakan masih berskala 1 : 50.000, seharusnya untuk RTRW Wilayah Kota peta dasarnva
minimal harus berskala 1 : 25,000,

C. Provinsi DI Yoryakarta

RTRW Provinsi DI Yogyakarta telah diperdakan sesuai perda nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW
Provinsi DI Yogyakarta. Peta Dasar yang digunakan belum berasal dari Peta RBI (BIG). Sehingga
peta tematik menjadi tidak satu referensi. Saat ini RTRW Provinsi DI Yogyakarta sedang dalam
proses peninjauan kembali dengan mengacu pada Perka BIG Nomor 6 tahun 2014 dan PP Nomor 8
Tahun 2013 tentang Ketelitian Pela, serta regulasi terkait dengan penyusunan peta-peta tematik
untuk perencanaan tata ruang.

RTRW Kabupaten Bantul, dan RTR Kota Yogyakarta juga sedang dalam masa peninjauan kembali
namun peta tematik yang sudah diperdakan sebelumnya belum satu referensi. Hal imt ditunjukkan
dengan belum mengacu pada peta dasar dari BIG. Demikian pula peta tematik yang disajijan pada
ETRW Kabupaten Bantul hanva ada 4 peta tematik vaitu peta Bencana, Peta Kawasan Hutan, dan
Peta Kepadatan Penduduk. Peta yang digunakan sudah berskala 1 : 50.000, untuk RTRW
Kabupaten Bantul dan RTRW Kota Yogyvakarta sudah berskala 1 : 25.000.

Beberapa permasalahan terkait penyusunan peta-peta tematik RTRW Provinsi DI Yogyakarta
dan RTRW Kabupaten Bantul dan RTRW Kota Yogyakarta, antara lain adalah:

a. Perlu menyusun/membuat Peta [Dasar 1 : 25.000 sendiri, namun terdapat kendala
dalam pembiayaan pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi;

b. Tidak tersedianya SDM untuk mengolah Citra Satelit;

¢. Biaya Asistensi/klinik peta dengan BIG memerlukan waktu dan biaya cukup besar,
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D. Provinsi Nusa Tenggara Barat

RTRW Provinsi Musa Tenggara Barat telah diperdakan sesuai perda tahun 2010 dengan nomor 3
tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peta Dasar yang digunakan belum
berasal dari Peta RBI (BIG). Sehingga peta tematik menjadi tidak satu referensi. Saat ini RTRW
Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang dalam proses peninjauan kembali dengan mengacu pada
Perka BIG Nomor 6 tahun 2014 dan PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta, serta regulasi
terkait dengan penyvusunan peta-peta tematik untuk perencanaan tata ruang.

RTRW Kabupaten Lombok Barat, dan RTR Kota Matram juga sedang dalam masa peninjavan
kembali namun peta tematik yang sudah diperdakan sebelumnya belum satu referensi. Hal ini
ditunjukkan dengan belum mengacu pada peta dasar dari BIG. Demikian pula peta tematik yang
disajijan pada RTRW Kabupaten Lombok Barat belum ada peta tematik peta kesesuaian lahan,
pertambangan dan Peta Kepadatan Penduduk. Peta yang digunakan sudah berskala 1 : 50.000,
untuk RTRW Kabupaten Lombok Barat dan RTRW Kota Mataram sudah berskala 1 : 25.000.
namun belum membuat peta tematik skala 1 : 25.000. Untuk lebih jelasnya hasil identifikasi peta-
peta tematik di Sulawesi Utara.

E. Provinsi Sumatera Utara

RTRW Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini belum ada perda dan
masih sedang pembahasan di DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPRD Kabupaten Deli Serdang
sehingga dokumen RTRW yang berlaku adalah perda RTRW nomor 7 tahun 2003.  Saat ini
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sedang dalam proses
penyusunan RTRW dan telah melakukan proses asistensi ke BIG, telah mengukuti proses sesuai
dengan Perka BIG Nomor 6 tahun 2014, dan PP Nomor § Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta.

Peta Tematik Satu Standard

Svarat kedua yang harus dipenuhi agar peta tematik untuk kepentingan perencanaan tata ruang
dikatakan sudah memenuhi kaidah kebijakan satu pela adalah apabila peta tematik tersebut sudah
satu standad. Dengan pengertian menyusun peta tematik tersebut mengikuti standard atau regulasi
vang ada, antara lain seperti:

=

. PP 8/2013 — Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang,

. PERKA BIG 6/2014 — Tata Cara Konsultasi Penyusunan Pcta Rencana Tata Ruang,
. PERKA BIG 15/2015 — Ketelitian Peta Dasar

. Mengacu NSPK tematik dari K/L terkait;

. DIl

o o o

o

Dengan mengacu beberapa regulasi tersebut di atas harapannya peta-peta tematik yang dihasilkan
memenuhi standard vang sama, dalam artian:

a. Mempunyai Jenis dan Judul yang sama di setiap tingkatan RTRW ;

b. Materi teknis setiap jenis/judul peta tematik pada tiap tingkatan RTRW menunjukkan
oradasi, dimana semakin besar/detail skala, maka klasifikasinya harus lebih rinci;

c. Keseragaman dalam penyajian setiap muatan teknis pada tiap jenis/skala peta, baik
pewarnaan dan penamaan/judul;

d. Mempunyai tingkat ketelitian sesuai dengan skala-nya.

Hasil survey tentang standard peta tematik untuk perencanan tala ruang di lima provinsi yang
menjadi sampel pekerjaan Kajian Strategis Kebijakan Satu Peta Bidang Perencanaan Tata Ruang,
dapat dijelaskan scbagai berikut.
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F. Provinsi Kalimantan Timur ;

Hasil survey/identifikasi tentang standard muatan teknis peta tematik untuk perencanaan tata pada
dokumen RTR'W Provinsi Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dan RTRW
Kota Balikpapan adalah, selain terdapatnya perbedaan jenis/jumlah peta, juga terdapat adanya tidak
ada keseragaman judul maupun muatan materi teknis di 11 peta tematik. Sebagai contoh untuk
Peta tutupan lahan, dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur disebut sebagai di RTRW Kabupaten
Kutai Kartanegara penggunaan lahan dan di RTRW Kota Balikpapan, di sebut peta Land Use. Peta-
peta tematik lainnya juga meminjukkan ketidak seragaman judul maupun standard muatan mater
teknisnya. Nampak tidak/belum adanya acuan standard baik judul maup¥n muatan teknis yan
sebenarnya dapat diambil dari NSPK yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

G. Provinsi Sulawesi Utara

Hasil survey/identifikasi tentang standard muatan teknis peta tematik untuk perencanaan (aia ruang
untuk Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Utara, RTRW
Kabupaten Minahasa dan RTRW Kota Tomohon, selain terdapatnya perbedaan jenis/jumlah peta,
Juga terdapat adanya tidak ada keseragaman judul maupun muatan materi teknis di 11 tematik.
Sebagai contoh untuk Peta Curah Hujan, dalam RTRW Provinsi Sulawesi Utara disebut sebagai
“Peta Curah Huyjan Tahunan Mormal” sedangkan di RTRW Kabupaten Minahasa disebut “Peta
Curah Hujan™, dan di RTRW Kota Tomohon, peta Curah Hujan tidak ditampilkan pada Album
Petanya. Muatan materi teknis juga berbeda, hal ini nampak dari klasifikasi interval curah hujannya,
dimana untuk Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara terdapat 4 (empat) klas curah hujan, dengan
interval 1000 mm, sedangkan untuk RTRW Kabupaten Minahasa terdapat 14 (empat belas) klas
curah hujan, namun intervalnya tidak beraturan. Peta-peta tematik lainnya juga menunjukkan
ketidak scragaman judul maupun standard muatan materi teknisnya. Nampak tidak/belum adanya
acuan standard baik judul maupun muatan teknis yan sebenamya dapat diambil dari NSPE vang
dibuat oleh Kementerian/L.embaga (K/L) terkait.

Untuk mengurangi potensi konflik karena pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan, pemerintah
saat ini tengah merancang aturan untuk Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat
Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Delapan.
Selama ini, akibat informasi Geospasial Tematik (IGT) yang saling tumpang tindih satu sama lain,
pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastrukiur
seringkali terbentur dengan sejumlah konflik terkait pemanfaatan ruang.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial pasal
2, disebutkan bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum,
keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemantaatan, dan demokratis.

Namun, di lapangan, panduan peta yang dibuat, khususnya untuk peta skala 1:50.000, masing-
masing kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, masih menggunakan standar peta berbeda,
atau versi mereka sendirl yang format serta struktur datanya juga berbeda. Padahal, peta skala
1:530.000 sangat penting karena menjadi landasan perijinan lokasi dari setiap kegiatan.

Adapun pokok-pokok kebijakannya antara lain dilakukan melalaui langkah koordinasi terhadap
setiap kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing K/L. Jadi setiap K/L terkait
melaksanakan penyiapan peta tematik (1GT) skala 1:50.000 sesual rencana aksi yang ditetapkan
lewat Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

LUntuk membuat peta standar, harus dilakukan kompilasi data Informasi Geospasial Tematik (IGT)
dari K/L yang kemudian diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD). Kemudian
dilakukan sinkronisasi dan penyclarasan antar dara IGT yang telah diintegrasikan tersebut. Baru
setelah itu bisa disusun rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan mengenai IGT.

Maka dengan ITU, dipercepatnya pelaksanaan kebijakan satu peta diharapkan akan dihasilkan satu
peta sebagai standar untuk referensi geospasial yang memiliki satu basis data, satu geoportal, untuk
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percepatan pelaksanaan pembangunan nasignal dan mendukung terwujudnya agenda prioritas
nawacita.

Selain itu perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen Rencana Tata Ruang akan
terintegrasi. Pemerintah pelaksanaan kebijakan satu peta ini juga akan mempermudah dan
mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah
seluruh Indonesia, serta mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan baik
pengembangan kawasan maupun infrastukiur

5. KESIMPULAN -

Untuk mengurangi potensi konflik karena pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan,
pemerintah saat ini tengah merancang aturan untuk Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu
Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang tertuang dalam Paket Kebijakan
Ekonomi Tahap Delapan. Selama ini, akibat informasi Geospasial Tematik (1GT) yang
saling tumpang tindih satu sama lain. pelaksanaan program-program pembangunan baik
pengembangan kawasan maupun infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah konflik
terkait pemanfaatan ruang.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial pasal 2, disebutkan bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan
asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan,
dan demokratis.

Namun, di lapangan, panduan peta yang dibuat, khususnya untuk peta skala 1:50.000,
masing-masing kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, masih menggunakan standar
peta berbeda, atau versi mereka sendiri yang format serta struktur datanya juga berbeda.
Padahal, peta skala 1:50.000 sangat penting karena menjadi landasan perijinan lokasi dari
setiap kegiatan.

Adapun pokok-pokok kebijakannya antara lain dilakukan melalaui langkah koordinasi
terhadap setiap kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing K/L. Jadi setiap K/L
terkait melaksanakan penyiapan peta tematik (1GT) skala 1:50.000 sesuai rencana aksi yang
ditetapkan lewat Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Kebrjakan Satu Peta.

Untuk membuat peta standar, harus dilakukan kompilasi data Informasi Geospasial
Tematik (IGT) dari K/L yang kemudian diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar
(IGD). Kemudian dilakukan sinkronisasi dan penyclarasan antar dara IGT yang telah
diintegrasikan tersebut. Baru setelah it bisa disusun rekomendasi dan fasilitasi
penyelesaian permasalahan mengenai 1GT.

Maka jtu, dengan dipercepatnya pelaksanaan kebijakan satu peta berskala 1:50.000 ini,
diharapkan akan dihasilkan satu peta sebagai standar untuk referensi geospasial yang
memiliki satu basis data, satu geoportal, untuk percepatan pelaksanaan pembangunan
nasional dan mendukung terwujudnya agenda prioritas nawacita.

Selain itu perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen Rencana Tata Ruang
akan terintegrasi. Pemerintah pelaksanaan kebijakan satu peta skala 1:50.000 ini juga akan
mempermudah dan mempercepat penvelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan,
penvelesaian batas daerah seluruh Indonesia, serta mempercepat pelaksanaan program-
program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastuktur. Basis referensi
peta yang sama akan meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari berbagai
aktivitas ekonomi. Hal ini pada gilirannya akan memberikan kepastian usaha yang sangat
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dibutuhkan pada saat ini. Terakhir, akan membantu proses percepatan penerbitan perizinan
yang terkait dengan pemanfaatan lahan. Berbagai informasi yang telah dikompilasi dapat
Juga dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi antara lain untuk mitigasi bencana.

Dari hasil survey dan pengumpulan data yang dilakukan di 5 Provinsi dimana masing-masing
provinsi dilakukan survey dan pengumpulan pada pemerintah provinsi dan pada kabupaten/kota
dengan masing-masing provinsi ditentukan survey dan pengambilan data i 1 (satw) Kota dan 1
(satu) kabupaten, maka lokasi survey menjadi 15 (limabelas) antara lain 5 Provinsi, 5 Kota, dan 5
Kabupaten. Ke 5 provinsi, kota dan kabupaten tersebut dapat menunjukkan bahwa penyajian peta
tematik masing-masing dokumen RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota ternyata tidak seragam.
Dari 14 {empat belas) Peta Tematik hanya provinasi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Utra

vang lengkap.

Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Utara relatif dokumen RTRW Provinsi dan
Kabupaten/Kotanya sudah mengacu pada Perka BIG Nomor 6 tahun 2014, dan PP Nomor & Tahun
2013 tentang Ketelitian Peta. Khusus untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah
menjalankan kebijakan satu peta fone Map Policy) yang telah dimulai pada tahun 2014 berdasarkan
pergub One Data One Map (ODOM) tahun 2014. Provinsi Kalimantan Timur telah menjalankan
kebijakan salu peta Satu referensi, satu Standar, Satu Geodatabase, dan Sat Geoportal.
Geodatabase, dan Geoportal OMP Kalimantan Timur relatif sudah baik dan dapat diakses oleh
masyarakat umum.

Ketiga Provinsi lainnya yakni 2 (dua) provinsi sedang dalam masa peninjauan kembali dokumen
RTRW yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi DI Yogyakarta. Sedangkan 1 (satu)
provinst dan | (satu) kabupaten yakni RTRW Provinsi Sumatera Utara dan RTRW Kabupaten Deli
Serdang sampai saat ini belum perda dan masih sedang dalam proses pembahasan di DPRD.

REKOMENDASI
[Dari uraian kesimpulan di atas diusulkan rekomendasi awal sebagai berikut:

I. Akibat informasi Geospasial Tematik (IGT) yang saling tumpang tindih satu sama
lain, dan pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan
maupun infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah  konflik terkail
pemanfaatan ruang, maka kebijakan Satu Peta [KSP] yang sudah dimulai sejak
tahun 2011 dan merupakan amanat dari UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial,
perlu pelaksanaannya melibatkan steakholder terkait mulai dari pemerintah pusat
(K/L), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

2. Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Implementasi KSP

perlu segera diimplementasikan oleh steakhokder terkait untuk memastikan

ketersediaan 1GT pada resolusi atau skala operasional, untuk pembangunan nasional
dengan melibatkan seluruh walidata yang mengacu pada KSP.

Pada tataran oprasional, diperlukan beberapa peraturan seperti Perka BIG tentang

Tata Laksan Pengelolaan IGT, Kepka BIG tentang Pokja dan Kepka BIG tentang

walidata;

4. Keberhasilan dalam percepatan implementasi KSP akan bergantung dari partisipasi
pemangku kepentingan dari pihak K/L, Pemda, perguruan tinggi, organisasi non
pemerintah dan industry geospasial.

5. Diperlukan pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang mulai dari pedoman
Penyusunan RTRWN, RTRW Pulau, RTR KSN, RTREW Provinsi, dan RTR

Lk
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Kabupaten/Kota (Permen PU nomor 15, 16, dan 17 tentang Pedoman Penyusunan
RTRW Provinsi Kabupaten dan Kota) perlu di review dengan melengkapi substasi
hirarki informasi peta berdasarkan skala peta.

6. Dalam penyusunan Peta Rencana Tata Ruang, perlu standar terkait jenis peta
tematik yang harus disajikan;

7. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) vyang ahli dibidang perpetaan
(geografi/Geodesi).  Hal ini hampir dihadapi oleh semua provinsi dan
Kabupaten/Kota. Kekurangan sumber daya manusia bidang perpetaan dapat
dilakukan dengan penambahan staf/pegawai baru yang berlatar belakang
geografi/eedesi, atau dapat dilakukan dengan merekrut tenaga ahli  yang
berkompoten, atau dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan, workshop terkait
pelaksanaan kebijakan satu peta, dan lain-lain.

8. Petlu dibangun komitmen bersama dan kedaran bersama akan pentingnya KSP, dari
semua pemangku Kepentingan pusat, juga pemda

9. Perlu dibuat regulasi yang ajeg dan konsisten dalam menjalankan KSP dari semua
pemangku kepentingan.

10. Melibatkan perguruan tinggi dalam penelitian penelitian ilmiah utuk dijadikan
sumber pengambilan keputusan.

11. Perlu adanya kekuatan dan kemauan serta saling toleransi dari semua aspek atau
bidang terkait KSP ini jangan ada ego sektorak terkait kebijakan kebijakan dari
semua pemangku kepntingan.

12. Perlu memiliki kedasaran bersama demi bangsa dan negara bukan demi kepentingan
kelompok atau golongan apalgi kepntingan pihak pihak asing yang akan
mempengaruhi kebijakan di ranah yang vital.

13. Sejumlah dacrah di Indonesia banyak terjadi tumpang tindih kepemilikan dan
penguasaan lahan, yang berpotensi memicu konflik sosial. Hal ini disebabkan
karena sejumlah instansi memiliki peta berdasarkan sektoral dan kepentingan
masing — masing, sehingga dapat menimbulkan masalah antara pemerintah dengan
pengusaha, pemerintah dengan masyarakat, pengusaha dengan masyarakat, bahkan
antar sesama instansi pemerintah.jadi One Map Policy Sebagai Sarana Peredam
Konflik Penguasaan Lahan D1 Indonesia

14. Dukungan dan sinergi yang kuat antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah sangat dibutuhkan dalam percepatan program "Kebijakan Satu Peta” (One
Map Policy). Hal tersebut untuk mendukung percepatan dan penyelesaian Rencana
Tata Ruang Wilayah baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
mewujudkan program prioritas pembangunan nasional.

15. Perlu adanya kolaborasi antara kementrian terkait terutama masalah data best peta
ataupun kebijkan sehingga sinergisitas akan terbangun,

16. Butuh satu pemahaman dalam menjalankan kebijkan one map ini dengan berbagi
leading sektor akan tidak terjadi salah faham dalam pembuatan kebijakan teknis.

Daftar Pustaka

a. Undang Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyatakan bahwa
yang dimaksud dengan Informasi Geospasial adalah data spasial yang sudah diolah
schingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan
keputusan_ dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian;
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b. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa wewenang
pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan
pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi,
dan kabupaten/kota;

¢. PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;

d. Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (OMP);

¢. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8
tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggzarakan urusan
pemernntahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

f. Perka BIG No. 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Konsultasi Penyusunan Peta Rencana tata
Ruang;

g. Perka BIG No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tecknis Ketelitian Peta Dasar.
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